
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR: Dj.I/SOa /2008
TENTANG

IZIN.PEMtsI]KAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU ILMU HUKUM
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

9.
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TAHTIN 2OO8

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATIA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM.

bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada perguruan tinggi agama Islam
untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai
kebufiJran,, maka perggruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program
studi yang bermutu dan relevan;
bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan
tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan
pengkajian terhadap usulan pembukaan program studi;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada hur.rf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan
izin pembukaan program studi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4301);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi;
Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia No. 94 Tahun 2006;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketufrin'-atas Peraturin Presiden Republik Indonesia Nor.rcr -i0 "fahun '2005

tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik
Indonesia;
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana
dan Pascasarj ana p ada Perguruan Tin ggi A gama Is lam ;

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama
Islam;
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Norncr 3 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 

:

Hasil Rapat Tim Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam tanggal 7 Agustus 2008;
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2. Surat rekomendasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional nomor: 2400/Dn/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang penyelenggara n
program studi Ilmu Hukum (Sl) pada Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU ILMU HUKUM PADA
UNTVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN
2008

Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Strata Satu llmu Hukum Pada
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk memperoleh akreditasi;

Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Program Studi
setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI
Jakarta;

Bagi penyelenggara Program Studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban
menyampaikan..laporan sebagaimana dimaksud.pada diktum KEDUA keputrsan ini,
Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan Program
Studi dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini;

Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab pula terhadap segala akibat
sebagai konsekuensi apabila program studi tersebut dinyatakan tidak layak berdasarkan
hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan; .

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 04 September 2008


